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ABSTRACT

The purpose of this research is to explore more thoroughly and detail about the influence
of the value of religiosity, sanctions and compliance of vehicle tax in Indonesia. The
research on tax compliance has been widely studied, but still not much study it from
religiosity side and tax sanctions. Previously research is mostly done by personal taxpayer,
companies and home industries. This research is conducted by survey method, distribution
of questionnaries to vehicle taxpayer. Quantity of questionnaries which analyzed is 120
copies. Analysis tool is using “Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-
PLS)” by WarpPLS 5.0 software. Based on result of research can be conclude that
religiosity have significant influence to tax compliance. P- value <0.05 =0.25 so H; can
be proven. This research is also prove that sanctions have influence to tax compliance. P-
value < 0.05 =0.42 so H, can be proven. Influence of value of religiosity and sanction to
tax compliance is about 33% and the rest is influenced by other variables. Therefore the
considerasion to improve tax compliance from aspect of religiosity needs to be developed.

Keywords: tax compliance, Religiosity, Sanctions dan vehicle tax.

PENDAHULUAN [770916-ini-jumlah-sepeda-motor-di-

Kendaraan roda dua belakangan
ini menjadi alat transportasi favorit di
Indonesia. Indonesia juga merupakan
Negara pengguna sepeda motor tertinggi
ke tiga di Asia setelah Cina dan India.
Hal ini terjadi karena mudahnya cara
untuk memperoleh sepeda motor dengan
berbagai penawaran dari pabrikan atau
perusahaan pembiayaan. Harga yang
terjangkau juga menjadi alasan alat
transportasi ini diminati.

http://otomotif.news.viva.co.id/news/read

indonesia

Gunadi  Shindhuwinata  dari
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia
(AISI) menyatakan jumlah sepeda motor
di Indonesia 85 juta ribu dari jumlah
penduduk sekitar 250 jutaan. Oleh karena
itu, sepertiga dari masyarakat Indonesia
memiliki sepeda motor. Indonesia masih
menjadi lahan yang cukup potensial
untuk penjualan sepeda motor. Berikut 10
(sepuluh) provinsi penjualan sepeda
motor terbesar di Indonesia menurut data
AISI sepanjang Januari-November 2014.
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Dari grafik di atas bisa dilihat akan  memiliki  kontirbusi  untuk

provinsi yang menempati urutan pertama
penjualan sepeda motor di Indonesia
yaitu Jawa Barat, diikuti Jawa Timur, dan
DKI Jakarta. Peningkatan penjualan
sepeda motor dari tahun ke tahun akan
meningkatkan pengguna sepeda motor,
pengguanaan yang meningkat juga akan
meningkatkan pendapatan pajak daerah
dari sepeda motor. Provinsi Jawa barat
yang menempati urutan pertama peminat
kedaraan sepeda motor akan memperoleh
pandapatan pajak kendaraan bermotor
(PKB) yang lebih besar dibanding dengan
Provinsi lain.

Situs BAPEDA (Badan
Pendapatan Daerah) Provisi Jawa Barat
menyatakan bahwa PKB dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
adalah salah satu sektor penerimaan yang
memiliki kontribusi terbesar di Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sekitar 60% dari total Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Namun sayangnya,
tingkat kepatuhan wajib pajak (WP)
sepeda motor untuk membayar PKB
masih kurang , setiap tahunnya baru 60%
WP yang membayar PKB. Pajak daerah

pembangunan dan pemeliharaa sarana
dan prasarana Jawa Barat. Setiap
tahunnya 30% pendapatan dari PKB akan
dikembalikan ke Kabupaten/Kota untuk
membiayai  pembangunan  setempat.

http://bapenda.jabarprov.go.id/anugerah-

pajak-kendaraan-bermotor-2016/
Diakses 27 februari 2017

Dilihat dari data di atas
menunjukan bahwa tingkat kepatuhan
pajak WP PKB masih rendah. Ada
beberapa faktor yang dapat meningkatkan
kepatuhan pajak, baik faktor internal
maupun faktor eksternal. Beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi kepatuhan
pajak diantaranya religiusitas (Utama dan
Dudi, 2016),(Benk, et al. 2016), moral
(Zelmiyanti, 2015), Cahyonowati (2011),
Alm dan McClellan (2012), Torgler
(2004 dan 2006), Cummings et al. (2007)
Norma-norma  sosial  (Budiningrum,
2014) dan Bobek et al. (2013), Etika
diteliti oleh Ghosh dan Crain (1996),
Asnawi et al. (2009) dan Cahyonowati et
al. (2012) Kekuatan, keadilan dan
kepercayaan masyarakat terhadap otoritas
pajak Zelmiyanti (2016) dan Murphy, K
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(2004).  Penelitian kepatuhan pajak
terhadap sanksi juga dilakukan oleh
Mulder et al. (2009), Liu (2014), dan
Verboon dan Van (2011). Penelitian yang
dilakukan oleh Hyuan (2005) melihat
kepatuhan pajak dari tiga aspek yaitu
ekonomi, non ekonomi dan budaya.

Penelitian-penelitian ~ di  atas
menunjukan banyaknya faktor yang dapat
meningkatkan kepatuhan pajak.
Penelitian ini akan memfokuskan pada
faktor religiusitas karena indonesia
merupakan  negara  yang  tingkat
religiusitasnya tinggi. Hal ini bisa dilihat
dari sila pertama dalam Pancasila
Ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai
ketuhanan yang berakar dari ajaran
agama sangat erat hubungannya dengan
kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil
peta yang dirilis oleh  Gallup
International, menempatkan Indonesia
sebagai salah satu negara dengan
religiusitas tinggi.

Selain faktor internal penelitian
ini juga akan melihat kepatuhan pajak
dari faktor eksternal yaitu sanksi. Sanksi
yang kuat akan meningkatkan kepatuhan
pajak seseorang. Di dalam PERDA
Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa
WP yang terlambat menyampaikan data
nama dan alamat objek pajak kenakan
denda 25%, sedangkan keterlambatan
pembayaran pajak dikenakan sanksi 2%
dari pokok pajak terutang. Oleh karena
itu sanksi merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi kepatuhan pajak
seseorang. Teori yang menghubungkan
kepatuhan pajak dengan sanksi yaitu
slippery slope theory.

Teori slippery slope (Kirchler,
Hoelzl, dan Wahl, 2008) menyatakan
bahwa kepatuhan pajak dapat
dikelompokan dalam kepatuhan pajak
sukarela dan kepatuhan pajak dipaksakan.
Kepatuhan pajak sukarela lebih diarahkan
bagaimana seseorang membayar pajak
karena memang merasa tanggungjawab
dari dirinya sendiri. Kepatuhan pajak
dipaksa lebih mengarah kepada seseorang

akan membayar pajak karena rasat takut
akan adanya konsekuesi negative.
Konsekuensi negative disini merupakan
dampak atau ancaman ketika tidak
membayar pajak seperti adanya sanksi.

Penelitian ini merupakan
pengembangan dari penelitian yang
dilakukan Benk et al. (2016) dan
penelitian Utama dan Dudi (2016)
penelitian ini menambahkan dengan
variabel sanksi yang dilihat dari teori
slippery slope dan adanya sanksi yang
dikenakan sesuai dengan Peraturan
Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat.
Objek penelitian dilakukan pada pemilik
kendaraan bermotor sedangkan penelitian
sebelumnya pada pekerja. Pekerja swasta
atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk
pembayaran pajak biasanya langsung
dipotong oleh bendaharawan negara atau
bagian keuangan disuatu perusahaan.
Sedangkan untuk pembayaran PKB
langsung dibayarkan olah WP yang
bersangkutan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji
secara empiris bahwa:
a. Nilai religiusitas berpengaruh terhadap

kepatuhan pajak.

b. Sanksi berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak.

LANDASAN TEORETIS DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB)
merupakan pajak daerah yang dipungut
untuk pembangunan dan pengembangan
suatu daerah. Di dalam peraturan menteri
dalam negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2016 tentang penghitungan
dasar pengenaan pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor tahun 2016 menyatakan PKB
adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.
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Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh,
menurut kamus Umum Bahasa Indonesia
(KBBI) patuh artinya suka dan taat
kepada perintah atau aturan, dan
berdisiplin. Andreoni et al. (1998)
mendefinisikan kepatuhan pajak (fax
compliance) sebagai keinginan wajib
pajak (taxpayer) untuk mematuhi hukum-
hukum pajak yang bertujuan untuk
mencapai keseimbangan ekonomi suatu
negara. Harinurdin (2009) menjelaskan
kepatuhan pajak (tax compliance) adalah
sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang
memenuhi peraturan perpajakan serta
melaporkan penghasilannya secara akurat
dan jujur. Song dan Yarbrough (1978)
mendefinisikan kepatuhan pajak
berdasarkan peraturan pajak di United
States yang menganut sistem pajak self
assessment dan kepatuhan sukarela
(voluntary compliance), sehingga mereka
mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan
pajak adalah kemampuan dan keinginan
untuk mengikuti hukum-hukum pajak
yang berlaku yang ditentukan oleh etika,
lingkungan hukum, dan faktor-faktor
situasional lainnya pada waktu dan
tempat secara bersamaan.

Religiusitas

Religiusitas menurut definisi Johnson
et al, (2001) dipandang sebagai
sejauhmana  individu  berkomitmen
terhadap agamanya serta keimanan dan
menerapkan ajarannya, sehingga sikap
dan perilaku individu mencerminkan
komitmen ini. Sedangkan Woarthington
et. al., (2003) membagi religiusitas atau
komitmen beragama menjadi dua yaitu
keagamaan intrapersonal yang berasal
dari keyakinan dan sikap individu, dan
komitmen agama interpersonal yang
berasal dari keterlibatan individu dengan
komunitas atau organisasi keagamaan.

Sanksi
Pengertian sanksi menurut KBBI
tanggungan (tindakan- tindakan,

hukuman, dsb) yang dapat memaksa
orang untuk menepati perjanjian atau
menaati  ketentuan undang- undang.
Menurut Mardiasmo  (2006)  sanksi
perpajakan merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi
perpajakan dapat disimpulkan,merupakan
alat pencegah (preventif) agar wajib pajak
tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu
mencoba menghubungkan antara nilai
religiusitas dengan kepatuhan pajak.
Benk ef al. 2016 melakukan penelitian
terhadap 403 wajib pajak individu di
Turki. Hasil penelitian menyatakan
bahwa  secara  umum  religiusitas
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
sukarela dan kepatuhan pajak dipaksa.
Penelitian kepatuhan pajak dilakukan
oleh Utama dan Dudi (2016) terhadap
wajib pajak orang pribadi di provinsi
DKI Jakarta. Hasil penelitian Utama dan
Dudi (2016) menyatakan bahwa nilai
religiusitas mempunyai pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak
dengan nilai Fiune (16,117) melebihi
Fiable (0,0039). Penelitian yang dilakukan
oleh Basri dan Surya (2014)
membuktikan bahwa religiusitas
berperngaruh terhadap kepatuhan pajak
seseorang.

Penelitian-penelitian  terdahulu
membahas sanksi terhadap kepatuhan
pajak. penelitian yang dilakukan oleh
Basri dan Surya (2014) membuktikan
bahwa sanksi berpengaruh terhadap
kepatuhan  pajak. Penelitian  yang
dilakukan oleh  Zelmiyanti (2015)
terhadap pemilik UMKM membuktikan
bahwa sanksi berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Penelitian tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Sander et al. (2008) yang
menyatakan bahwa kesadaran atas sanksi
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
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Penelitian tersebut dilakukan dengan
metode eksperimen terhadap industri
konstruksi.

Pengembangan Hipotesis
Hubungan religiusitas
kepatuhan pajak

Religiusitas menurut definisi Johnson
et al (2001) dipandang sebagai
sejauhmana  individu  berkomitmen
terhadap agamanya serta keimanan dan
menerapkan ajarannya, Oleh karena itu
sikap dan perilaku individu
mencerminkan komitmen tersebut. Sikap
dan prilaku individu akan mempengaruhi
tindakan seseorang termasuk dalam
membayar pajak yang akan
mempengaruhi  kepatuhannya  dalam
membayar pajak.

Woarthington et al. (2003) membagi
religiusitas atau komitmen beragama
menjadi dua yaitu keagamaan
intrapersonal dan keagamaan
interpersonal. Komitmen intrapersonal
yaitu keyakinan dan sikap individu
terhadap nilai-nilai agamanya. Komitmen
interpersonal yaitu keterlibatan individu
dengan komunitas atau organisasi
keagamaan.

Beberapa penelitian terdahulu
mencoba menghubungkan antara nilai
religiusitas dengan kepatuhan pajak.
Benk ef al. 2016 melakukan penelitian
terhadap 403 wajib pajak individu di
Turki. Hasil penelitian menyatakan
bahwa  secara  umum  religiusitas
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
sukarela dan kepatuhan pajak dipaksa.
Penelitian kepatuhan pajak dilakukan
oleh Utama dan Dudi (2016) terhadap
wajib pajak orang pribadi di provinsi
DKI Jakarta. Hasil penelitian Utama dan
Dudi (2016) menyatakan bahwa nilai
religiusitas mempunyai pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak
dengan nilai Fhiune (16,117) melebihi
Fuable (0,0039). Penelitian yang dilakukan
oleh Basri dan  Surya (2014)
membuktikan bahwa religiusitas

dengan

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
seseorang.

Pendapat ahli di atas dan beberapa
penelitian terdahulu membuktikan bahwa
nilai religiusitas akan memiliki pengeruh
terhadap kepatuhan pajak seseoarang.
Indonesia yang menganut  prinsip
ketuhanan yang maha esa seharusnya
memiliki nilai kepatuhan pajak yang
tinggi. Religiusitas menanamkan nilai-
nilai moral seperti kejujuran, ketika WP
PKB jujut orang tersebut akan patuh
untuk membayar pajak. Sehingga dapat
dihipotesiskan bahwa religiusitas
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H, : Religiusitas berpengaruh positif

terhadap kepatuhan pajak

Hubungan sanksi dengan kepatuhan
pajak

Teori yang membahas kepatuhan
yaitu slippery slope teory. Salah satu
unsur dari  slippery  slope  teory
menyatakan bahwa kepatuhan pajak
dipengaruhi oleh sanksi (Kirchler,
Hoelzl, dan Wahl, 2008). Wajib pajak
akan membayar pajak ketika adanya
ancaman sanksi. Sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (perventif) agar
wajib pajak taat terhadap peraturan
perpajakan.

Penelitian-penelitian terdahulu
membahas sanksi terhadap kepatuhan
pajak. penelitian yang dilakukan oleh
Basri dan Surya (2014) membuktikan
bahwa sanksi berpengaruh terhadap
kepatuhan  pajak. Penelitian  yang
dilakukan oleh  Zelmiyanti (2015)
terhadap pemilik UMKM membuktikan
bahwa sanksi berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Penelitian tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Sander et al. (2008) yang
menyatakan bahwa kesadaran atas sanksi
berpengaruh terhadap kepatuhan
pajak.Penelitian  tersebut  dilakukan
dengan metode eksperimen terhadap
industri konstruksi.

Aspek Religiusitas, Sanksi dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia 131



AKUNTABILITAS: JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI

Vol. 11 No.2 Juli 2017

Hasil penelitian Alm (1991) juga
menyatakan bahwa seseorang individu
bersedia membayar pajak karena adanya
rasa takut terhadap sanksi. Palil dan
Ahmad (2011) juga membuktikan bahwa
tingkat sanksi dapat meningkatkan
tingkat kepatuhan pajak. Allingham dan
Sandmo (1972)  juga  mencoba
menghubungkan kepatuhan pajak dengan
teori rational expectation menyatakan
bahwa pembayar pajak (taxpayers)
mempertimbangkan probabilitas mereka
diperiksa dan didenda dalam kasus
pengelakan  pajak. Penjelasan teori
tersebut berhubungan dengan perilaku
pembayaran pajak, pembayar pajak akan
patuh ketika ada kemungkinan besar
untuk diperiksa/ diberi sanksi. Penelitian

Religiusitas

Sanksi

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini
adalah Wajib Pajak Kendaran Bermotor
di Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini
dipilih karena berdasarkan data AISI
periode Januari-November 2014
merupakan Provinsi penjualan tertinggi
motor terbesar di Indonesia. Sampel
diperoleh dengan cara jumlah pertanyaan
dikalikan lima sesuai dengan pernyataan
Heir et al. (2014). Oleh karena itu jumlah
total sampel nantinya 26 pertanyaan * 5 =
130 responden. Metode pengumpulan
data dalam penelitian ini melalui survey.

yang dilakukan oleh Liu (2014)
menyatakan bahwa sanction severity
berpengaruh signifikan terhadap perilaku
pelaporan  pajak  melalui  enforced
compliance.

Wajib pajak termasuk WP PKB akan
patuh untuk membayar pajak ketika
melihat adanya ancaman sanksi. Adanya
sanksi keterlambatan 2% akan membuat
biaya yang dikeluarkan oleh WP akan
lebih tinggi. Penelitian-penelitian
terdahulu yang membuktikan bahwa WP
baik pribadi atau badan akan patuh
membayar pajak setelah melihat adanya
sanksi.  Oleh  karena itu  dapat
dihipotesiskan:

H,: Sanksi berpengaruh positif

terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan Pajak

Gambar 2. Desain Penelitian

Definisi operasional dan pengukuran
Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak secara spesifik
akan dibatasi pengertiannya pada
penelitian ini sebagai tindakan membayar
pajak dengan jumlah yang tepat.
Ketepatwaktuan pembayaran pajak dan
penyampaian SPT merupakan hal yang
penting untuk disebutkan  sebagai
kepatuhan pajak, namun latar belakang
penelitian ini dititikberatkan pada masih
besarnya potensi pajak yang bisa terus
digali (Suplemen pajak: manfaat pajak
untuk kesejahteraan, 2012). Harinurdin
(2009) menjelaskan kepatuhan pajak (fax
compliance) adalah sebagai kondisi ideal
Wajib Pajak yang memenuhi peraturan
perpajakan serta melaporkan
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penghasilannya secara akurat dan jujur.
Instrument untuk mengukur kepatuhan
pajak diadobsi dari kuesioner Benk et al.
(2013) dengan menggunakan lima
pertanyaan untuk kepatuhan sukarela dan
lima pertanyaan untuk kepatuhan
dipaksa.

Religiusitas

Religiusitas menurut Johnson et
al. (2001) dipandang sebagai sejauh
mana
individu  berkomitmen terhadap
agamanya serta keimanan dan
menerapkan ajarannya, sehingga sikap
dan perilaku individu mencerminkan
komitmen tersebut.
Interpersonal Religiositi adalah
Religiusitas atau komitmen beragama
dibagi menjadi dua jenis komitmen
yaitu keagamaan intrapersonal yang
berasal dari keyakinan dan sikap
individu tersebut terhadap keyakinannya
(Worthington et al. 2003). Total
pertanyaan untuk interpersonal sebanyak
empat item pertanyaan.
Intrapersonal Religiosity adalah
komitmen agama interpersonal yang
berasal dari  keterlibatan  individu
dengan  komunitas  atau organisasi
keagamaan (Worthington et al. 2003).
Total pertanyaan untuk mengukur
intrapersonal  sebanyak enam item
pertanyaan.

Religius
{R)2i

Intraper
{R)4i

Interper
{R)3i

Sanksi
(R)6i

Sanksi

Sanksi pajak merupakan akibat yang
timbul ketika wajib pajak tidak patuh
dalam perhitungan, pelaporan, dan
pembayaran pajak. Instrumen yang
digunakan untuk mengukur sanksi
perpajakan dirujuk dari penelitian yang
dilakukan oleh Liu (2014). Terdapat
enam item pernyataan yang akan
digunakan dalam instrumen tersebut.

Teknik Analisis

Penelitian  ini  dilakukan  dengan
mengunakan metode survai dengan
menyebar kuesioner terhadap wajib
pajak. Penelitian ini akan mengunakan
alat  analisis  Structural  Equation
Modelling - Partial Least Square (SEM-
PLS) menggunakan software WarpPLS
5.0. P. Hal ini dilakukan karena model
teoritis variabel-variabel yang tidak bisa
diukur secara langsung atau disebut
konstruk. SEM mempunyai kelebihan
karena memperhitungkan adanya
kesalahan pengukuran untuk variable-
variabel yang tidak bisa diukur secara
langsung (Heir etz., al. 2014). Selain itu,
SEM juga bisa untuk menilai kesesuaian
model (model fit).

HASIL DAN PEMBAHASAN
PENGARUH RELIGIUISTAS DAN
SANKSI TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK SUKARELA

Sukarela
{R)51

Dipaksa
{R)3i

Gambar 3
Uji Pengaruh
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Gambar 3 menunjukan bahwa
religiusitas berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak ini bisa dilihat dari nilai
P value lebih kecil dari 0,05 sehingga
hipotesis satu diterima. Hipotesis kedua
juga sama sanksi berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak dengan nilai P value di
bawah 0,05. Nilai R-Squre sebesar 0.33
atau 33% menunjukan religiusitas dan
sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan
pajak sebesar 33%, sisanya dipengaruhi
oleh variabel lain.

Pengaruh Religiusitas
Kepatuhan Pajak

Hipotesis pertama religiusitas
berpengaruh positif signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Dilihat dari gambar 3
untuk menunjukan hasil yang sesuai
dengan hipotesis hal ini bisa dilihat dari
nilai signifikansi P<0,01 dengan nilai
B=0.25. Kepatuhan pajak secara langsung
dipengaruhi oleh nilai religiusitas.

Penelitian ini mendukung
pernyataan yang dikemukan oleh Johnson
et al. (2001) individu memiliki komitmen
terhadap agamanya. Sikap yang ada pada
seseorang akan memperlihatkan seberapa
besar komitmen terhadap agamanya.
Sehingga sikap seseorang tersebut akan
mempengaruhi  tindakan ~ membayar
pajak. Penelitian ini juga memperkuat
pernyataan yang dikemukakan oleh
Woarthington et. al. (2003) bahwa
religiusitas atau komitmen terhadap
agama bisa dilihat dari dua aspek yaitu
interpersonal dan intrapersonal.
Interpersonal bisa dilihat dari keterlibatan
individu  dengan  komunitas  atau
organisasi keagamaan yang dianutnya.
Intrapersonal bisa melihat kayakinan
yang ada dari dalam seseorang terhadap
nilai-nilai agamanya.

Hasil penelitian ini mendukung
beberpa penelitian terdahulu seperti
penelitian yang dilakukan oleh Benk et
al. 2016, penelitan Utama dan Dudi
(2016) serta penelitian yang dilakukan

terhadap

oleh Basri dan Surya (2014). Nilai
religiusitas akan memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan pajak seseorang.
Seseorang  yang  memiliki  nilai
religiusitas yang tinggi akan memiliki
nilai-nilai moral, etika dan tingkah laku
sesuai dengan tuntunan agama yang
mereka anut. Oleh karena itu salah satu
langkah untuk meningkatkan kepatuhan
pajak dengan menanamkan nilai-nilai
religiusitas sejak dini.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan
Pajak

Hipotesis kedua sanksi
berpegaruh positif terhadap kepatuhan
pajak. Dilihat dari gambar 5.1 untuk
menunjukan hasil yang sesuai dengan
hipotesis hal ini bisa dilihat dari nilai
signifikansi P<0,01 dengan nilai f=0.42.
Kepatuhan pajak secara langsung
dipengaruhi oleh nilai sanksi.

Berdasarkan hasil analisis
penelitian ini mendukung slippery slope
theory yang muenyatakan bahwa
kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi
(Kirchler, Hoelzl. dan Wahl., 2008).
Wajib pajak akan membayar pajak ketika
adanya  ancaman  sanksi.  Sanksi
perpajakan merupakan alah pencegah
agar wajib pajak patuh terhadap peraturan
perpajakan.

Penelitian ini mendukung
beberapa hasil penelitian terdahulu.
Diantara penelitian terdahulu yang
menguji  pengaruh  sanksi terhadap
kepatuhan pajak yaitu Zelmiyanti (2015),
Basri dan Surya (2014), Liu (2014), Palil
dan Ahmad (2011), Sander et al. (2008),
dan Alm (1991). Penelitian ini juga
mendukung teori rational expectation
(Alligham dan Sandmo, 1972) yang
menyatakan bahwa pembayar pajak
mempertimbangkan kemungkinan akan
diperiksa dan didenda dalam kasus
penggelapan pajak. Wajib pajak akan
patuh membayar pajak ketika adanya
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kemungkinan besar pemerikasaan serta
ada sanksi.

Wajib pajak kendaraan bermotor
akan patuh membayar pajak ketika
adanya sanksi. Sanksi keterlambatan 2%
ternyata memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Wajib pajak
memandang bahwa dengan adanya sanksi
biaya yang dikeluarkan disaat membayar
pajak akan lebih tinggi. Sehingga wajib
pajak lebih memilih untuk membayar
pajak sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam
penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:

1) Hasil pengujian empiris menunjukkan
bahwa  religiusitas  berpengaruh
terhadap  kepatuhan  pajak. H,
terdukung. Hasil ini sesuai dengan
hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Benk et., al., (2016),
Utama dan Dudi (2016) dan
penelitian yang dilakukan oleh Basri
dan Surya (2014).

2) Hasil pengujian empiris menunjukkan
bahwa sanksi berpengaruh terhadap
kepatuhan  pajak, sehingga H»
terdukung. Hasil ini sesauai dengan
hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh Zelmiyanti (2015), Basri dan
Surya (2014), Liu (2014), Palil dan
Ahmad (2011), dan penelitian yang
dilakukan oleh Sander et., al., (2008).
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